
BUPATI SLEIT{AN

PEMTURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 'lt TAHUN : ,"\,:j

TENTANG

UMIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor I Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah.

l,flengingat : 1. Undang-undang Nornor 15 Tahun 1g50 tentang pembentukan

Daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Daerah lstimewa

Yogyakarta jo. Peraturan Pen"lerintah Nomor 32 Tahun 1g50;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2a04 tentang pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kari diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 191.34495 Tahun 2009

tentang Pemberhentian sementara Bupati sleman provinsi

Daerah lstimewa Yogyakarta;

Peraturan Daerah Kabupaten sleman Nomor I Tahun 200g

tentang Urusan Pemerintahan. yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Sleman;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor g Tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daeralr Pemerintah Kabupaten

Sleman.

2.

3.

4.

5.



MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATT SLEMAN TENTANG URATAN TUGAS,

FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

'11" Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Bupati ialah Bupati Sleman.

3. Kantor Arsip Daerah adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten sleman.

4. Kepala Kantor ialah Kepata Kantor Arsip Daerah Kabupaten Sleman.

5 Satuan organisasi adalah subbagian, seksi, dan kelompok jabatan fungsional pada

Kantor Arsip Daerah Kabupaten Sleman.

S. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Kantor Arsip Daerah

lGbupaten Sleman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin

dbtr kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fl li(antor Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pernerintahan daerah di bidang kearsipan.

13 Karftor Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas rnenyelenggarakan fungsi:

e perurnusan kebijakan teknis bidang kearsipan;

I oelaksanaan tugas bidang kearsipan;

: penyelenggaraan pelayanan umum bidang kearsipan;

C pernbinaan pengelolaan kearsipan; dan

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



Fasa 3

'r Susunan organisasi Kantor Arsip Daera\ ierclri dari:

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;

d. Seksi Pengelolaan Arsip Statis; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

f4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh

tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

i5) Bagan susunan organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tersebut dalam

lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN F'UNIGSI

Bagian Kesatu

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

S lbb,agian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
(EFegawaian, keuangan, peren€naan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan

riaas satuan organisasi.

Pasal 5

!--r'DaEian Tata Usaha dalam melaksanakan tuges mernpunyaifungsi:

; renyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;

: !e,rumusan kebijakan teknis ketatausahaan;

: n'enyelenggaraan urusan surat-menyurat,

rfonnnasi, perlengkapan, dan rumah tangga;

: :enyusunan bahan rencana kebutuhan

re'pangkatan, hak dan kewajiban pegawai,

*,e"n,egawaian;

kearslpan, kepustakaan, dokumentasi,

pegawai, pengembangan pegawai,

pembinaan pegawai serta tata usaha



e. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan" pembukuan, dan penyusunan laporan

keuangan;

f. pengoordinasian penyusunan rencana keria;

g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;

h. pengoordinasian penyelenggaraan ttrgas satuan organisasi; dan

i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana keria Subbagian Tata

Usaha.

Bagian Kedua

Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis

Pasal 6

Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan,

phyanan, dan pembinaan arsip dinamis.

Pasal 7

Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

a" penyusunan rencana keria Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis;

E" penyelenggaraan dan pembinaan pengelc,laan arsip dinamis;

d. penyelenggaraan pelayanan arsip dinamis;

e penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan arsip dinamis;

,f" penyelenggaraan penyelamatan dan perlindungan arsip vital; dan

E waluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan

Arsip Dinamis.

Bagian Ketlga

Seksi Pengelolaan Arsip Statis

Pasal B

Seksi Pengelolaan Arsip Statis mempunyai tugas menyelenggarakan. pengelolaan,

pe.,lqpnan, dan pembinaan arsip statis.

Pasal I

Se{rsi Pengelolaan Arsip Statis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Arsip Statis;

b perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis;

c. penyelenggaraan dan pembinaan pengolahan arsip statis;



d. penyeFnggar&n pelayanan arsip silatb;

e. penyebnggaraan pengembangan sbtern pengelolaan arsip statis;

f. penyelenggaraan peneliharaan dan pelestarian arsip statis; dan

g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan

Arsip Statis.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fugas

Kantor Arsip Daerah sesuai dengan keahlian.

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 1 1

(1) Kantor Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

(2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-

^masing 
maupun antar satuan organisasi.

Pasal 12

(1) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

Bupati.

(2) Kepala Kantor menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara

berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebfrakan

!€ng ditetapkan Kepala Kantor.



@ s€ri+ kepala safuan organisasi secara berienjang menyampaikan laporan
peHsarnan fugas kepada Kepah Kantw secara berkala melalui Kepala Subbagian
Tta Ljsaha

Pasal 14

(tt lcne*a Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan
cganisasi.

- fi4 l(# subbagian Tata usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap
r* n organisasi berdasarkan arahan Kepala Kantor, dan wajib menyampaikan

bran secarEl berkala

Pasal 15

filD trap @ala safuan organisasi bertugas memimpin, rnengoordinasikan, dan
mterftan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

fin *p kepah satuan organisasi wajib rnengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
dm merganrbil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
rrkg€n )llanq berlaku.

ffim lhfaF kepala satuan organisasi

erlsr organbasi di bawahnya.

rffil!il qf,T hpah satuan organisasi

bg$rrE iarmb kepada atasan

lffi bpst pada waktunya.

m e Soran lrang disampaikan kepada

mneftan kepada satuan organisasi lain

ilrfrgnn kerta.

Pasal 16

dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala

mn sffrF ban*ahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya
qErEi pehksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 17

mengikuti dan mematuhi petunjuk serta
masing-masing dan menyampaikan laporan

mil *P bpran dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan
Qrrgndcan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan

;fii* kepada bawahan.

atasan, untuk tembusan laporan

yang secara fungsional mempunyai



BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Strsunan kqpegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kantor Arsrp

Daerah diatur sesuai dengan perafuran perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perafuran Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dergan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal ; :'

WAI(IL BUPATI SLEMAN,

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal -':

SEKRETARIS DAERAH

IGBUPATEN SLEMAN,

SUTRISNO

tsERlTA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAIJUN 2OO9 NOMOR - /f 
SERI

SRI PURNOMO
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